
 

 

 

 

BUPATI GARUT 

P E R A T U R A N   B U P A T I   G A R U T 

NOMOR 105 TAHUN 2012 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GARUT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GARUT, 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa 

Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman 
pada standar akuntansi pemerintahan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Garut. 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan           

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005   Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum 

Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2005 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 1) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir  dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2007 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Garut Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2007 Nomor 16); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 17); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 
2008 Nomor 34); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 
2008 Nomor 37); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah 

Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 
2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 
23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan 

Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 6); 
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga 
Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran 
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor 

Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat 
Badan Narkotika Kabupaten Garut (Lembaran Daerah 

Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 40) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan 

Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika 
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 

2011 Nomor 2); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten 
Garut Tahun 2008 Nomor 41); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan 

Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 
2008 Nomor 42); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan 
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 

Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 
2009 Nomor 5). 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut 

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7). 

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Garut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Garut. 
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia   Tahun 1945. 

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Garut. 

7. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah 
meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur 

dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara 
sistematis untuk satu periode. 

8. Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang 
ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama 1 (satu) periode 

akuntansi. 

9. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah aktivitas penerimaan dan 
pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan 

aset non keuangan lainnya. 

10. Aktivitas Pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang 
mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka 

panjang, piutang jangka panjang dan utang pemerintah sehubungan dengan 
pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. 

11. Aktivitas Non Anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang 

tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan 
pemerintah daerah. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

13. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber 

dari penerimaan dan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang 
cukup, guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 

14. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan 
secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit 

organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah 
dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. 

15. Apropiasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat 

yang diberikan kepada Bupati untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran 
sesuai tujuan yang ditetapkan. 

16. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada 
Bendahara Umum Daerah. 

17. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, 
termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa 

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena 
alasan sejarah dan budaya. 
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18. Aset Daerah adalah sumber-sumber ekonomis yang dikuasai dan/atau dimiliki 

oleh pemerintah dan diharapkan memberikan kemanfaatan di masa yang akan 
datang. 

19. Aset Tak Terwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan 

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam 
menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk 

hak atas kekayaan intelektual. 

20. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 

(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau 
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

21. Aset Tertentu yang Memenuhi Syarat (qualifying asset), selanjutnya disebut 

aset tertentu adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar 
siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya. 

22. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang 
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan 

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

23. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

24. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. 

25. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. 

26. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang 

bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 

27. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD dalam SKPD. 

28. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD dalam SKPD. 

29. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk membantu untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah 

dalam rangka pelaksanaan APBD dalam SKPD dan PPKD. 

30. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 

membantu untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan 
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam 

rangka pelaksanaan APBD dalam SKPD dan PPKD. 

31. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah 
yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu 

tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 
daerah. 
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32. Biaya Investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor 

dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal 
dan pungutan lainnya dari pasar modal. 

33. Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh 

pemerintah sehubungan dengan peminjaman dana. 

34. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai 

wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat 
perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan 

tempat yang siap untuk dipergunakan. 

35. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan 
yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam              

1 (satu) tahun anggaran. 

36. Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur. 

37. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih 
antara aset dan kewajiban pemerintah. 

38. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna 
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun 
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

39. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih 
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan 

wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

40. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik 

seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat 
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat. 

41. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan 
dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. 

42. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki 
lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

43. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk 
dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak 
berkelanjutan. 

44. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk 
dimiliki secara berkelanjutan. 

45. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat 
digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. 

46. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 
oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 
seluruh pengeluaran daerah. 

47. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,                
aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas 

pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

48. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai 

komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan 
menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. 
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49. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 
pemerintah di masa yang akan datang. 

50. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses 

pembangunan. 

51. Kontrak Konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk 

konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama 
lain atau saling bergantung dalam hal rancangan, teknologi dan fungsi atau 

tujuan atau penggunaan utama. 

52. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun 
aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai 

dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.  

53. Klaim adalah jumlah yang dimiliki kontraktor kepada pemberi kerja sebagai 

penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. 

54. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. 

55. Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur. 

56. Kewajiban Diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum 
pasti. 

57. Kewajiban Kontinjensi adalah: 

a. kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan 

keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu 
peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada 

dalam kendali suatu entitas; atau 

b. kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui 
karena: 

1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas 
mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis 

untuk menyelesaikan kewajibannya; dan/atau 

2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.    

58. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai 
dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode 
berjalan atau periode sebelumnya. 

59. Koreksi Kesalahan adalah koreksi terhadap kesalahan dalam pembetulan 
akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi 

sesuai dengan yang seharusnya. 

60. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang 

diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan 
lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan 
sebagai suatu entitas pelaporan konsolidasian. 

61. Laporan Realisasi Anggaran adalah menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan 
pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang 

menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu 
periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah 

daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Dengan 
demikian, Laporan realisasi anggaran menyajikan pendapatan pemerintah 
daerah selama satu periode, belanja, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa 

lebih/kurang pembiayaan anggaran. 
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62. Laporan Arus Kas adalah menyajikan informasi tentang sumber, penggunaan, 

perubahan kas dan setara kas, selama satu periode akuntansi, dan saldo kas 
dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas 
diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan dan non 

anggaran. 

63. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang 

merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan 
sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. 

64. Laporan Keuangan Interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan diantara 
dua laporan keuangan tahunan. 

65. Manfaat Sosial yang dimaksud dalam standar ini adalah manfaat yang tidak 

dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada 
peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan 

masyarakat tertentu. 

66. Masa Manfaat adalah: 

a. periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan 
dan/atau pelayanan publik; dan/atau 

b. jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset 

untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. 

67. Mata Uang Asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas. 

68. Mata Uang Pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam 
menyajikan laporan keuangan. 

69. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu 
informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang 
dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat 

atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus 
dimana kekurangan atau salah saji terjadi. 

70. Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi 
berdasarkan harga perolehan. 

71. Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi 
awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian 
disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas 

dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan 
awal investasi. 

72. Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas 
ekonomi pada suatu saat (tanggal) tertentu. Laporan ini dibuat untuk 

menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aset, 
kewajiban dan ekuitas dana. 

73. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak 

yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 

74. Nilai Historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang 

dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu 
untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya. 

75. Nilai Nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang 
tertera dalam lembar saham dan obligasi. 

76. Nilai Pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi 

dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen. 
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77. Nilai Sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir 

masa manfaat suatu aset setelah dikurang taksiran biaya pelepasan. 

78. Nilai Tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari 
biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. 

79. Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 
(dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara 

diskonto. 

80. Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan anggaran                      

yang menunjukan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan 
digunakan untuk memperoleh uang dari Bendahara Umum Daerah guna 

membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut. 

81. Pemberi Kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan 
pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi. 

82. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam 
penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau 

memanfaatkan surplus anggaran. 

83. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas 
umum daerah, yang menambah ekuitas dana. Ini merupakan hak daerah 

dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. 
Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan 

lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

84. Penerimaan Kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum 

Daerah. 

85. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum 
Daerah. 

86. Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas 
pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran. 

87. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk 
mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang 

berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat 
pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan. 

88. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan 

kapasitas dan manfaat dari suatu aset. 

89. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang 

dimaksudkan unuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-
barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka 

pelayanan kepada masyarakat. 

90. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya 
dimiliki oleh pemerintah daerah. 

91. Piutang Transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima 
pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-

undangan. 

92. Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda 

dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan 
berada diluar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang 
signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban. 
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93. Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) adalah merupakan utang pemerintah kepada 

pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak 
atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen dan Taperum. 

94. Restrukturisasi Utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk 
memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan 

jumlah utang, dalam bentuk: 

a. pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan 

dengan utang baru; dan 

b. penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah 
persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang 

dapat berbentuk : 

1) perubahan jadwal pembayaran; 

2) penambahan masa tenggang; atau 

3) menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang 

jatuh tempo dan/atau tertunggak. 

95. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 

daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 
ditetapkan. 

96. Retensi adalah jumlah termin yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi 
yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut. 

97. Selisih Kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke 
rupiah pada kurs yang berbeda. 

98. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap 

dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang 
signifikan. 

99. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiLKA) adalah selisih 
lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu 

periode pelaporan. 

100. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja 
selama satu periode laporan. 

101. Sekuritas Utang Pemerintah adalah suratberharga berupa surat pengakuan 
utang oleh pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai jatuh 

tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan, misalnya Surat Utang 
Negara (SUN). 

102. Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara berjangka waktu 
sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara 
diskonto. 

103. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan 
utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran 

pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
masa berlakunya. 

104. Tanggal Pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan. 

105. Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang 
dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar atau yang belum 

dibayar oleh pemberi kerja. 
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106. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan 

dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana 
bagi hasil. 

107. Transfer Masuk adalah penerimaan uang dari suatu entitas pelaporan 

termasuk penerimaan dari dana perimbangan dan dana bagi hasil. 

 

108. Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada 
entitas pelaporan lainnya termasuk pengeluaran untuk dana perimbangan dan 

dana bagi hasil. 

109. Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas 
membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal. 

110. Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan 
pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-

undangan. 

111. Uang Muka Kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum 

pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Garut bertujuan untuk meningkatkan 

keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun 
antar entitas akuntansi dan antar entitas pelaporan. 

BAB III 

PRINSIP-PRINSIP KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Pasal 3 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Garut terdiri atas prinsip-prinsip,  
dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang 

dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Garut dalam penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan. 

BAB IV 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

(1) Ruang lingkup kebijakan akuntansi meliputi: 

a. kerangka konseptual kebijakan akuntansi; 

b. penyajian laporan keuangan; 

c. laporan realisasi anggaran 

d. neraca; 

e. laporan arus kas; 

f. catatan atas laporan keuangan; 



13 
 

 

g. koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar 

biasa; dan 

h. laporan keuangan konsolidasi. 

(2) Uraian mengenai ruang lingkup Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. 

 

 Ditetapkan di Garut 

 pada tanggal 20 - 3 - 2012  

1-06-2011 B U P A T I  G A R U T, 

            t t d 

  ACENG H.M. FIKRI 

 

Diundangkan di Garut 
pada tanggal 20 - 3 - 2012 1-06-2011 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT 

            t t d       t 

 H. IMAN ALIRAHMAN, SH, MSi 
 PEMBINA UTAMA MADYA 
 NIP. 19590613 198503 1 008 

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 
TAHUN 2012 NOMOR 14 23 

 

 


